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BAB IV

PERUTUP

Kesimpulan

2. Ada dua macam hubungan fiukum yang berbeda yang disesuaikan dengan perjanjian

yang dibuat antara PT Pos Indomesia dan konsumennya Dug kemungkinan
perjanjian yang terjadi antara PT Pos Indonesia dengan konsumen dalam hal
pengiriman paket, yaitu : perjanjian penganghutan atau perjanjian pemberian knasa
Perjanjian pengangkutan terjadi apabila pengiriman paket dilakukan melaiui darat
dan menuju ke kota-kota tertentu saya Xarena untuk angkutan darat yang memuju ke
kota-kota tertents, PT Pos Indonesia mempunyai angkutan sendiri. Di sini PT Pos
Indonesia berkedudukan sebagai pengangkut Sehinggn perjanjinn yang terjadi
antara PT Pos Indonesia dan konsumen yang mengirim paketnya melalni angkutan
darat vang menuju ke kota-kota tertentu adalzh perjanjian pengangkutan.
Kemungkinan perjanjian lain yang nmuncunl adalgh perjanjian pemberian kuasa
Perjanjian ini tetjadi apabila paket dikirim melalui udara aian lant atau darst untuk
tujuan kota-kota di mana PT Pos Indonesia tidak punya angkuten sendiri. Di sini PT
Pos Indonesia menggunakan jasa perusahasn angkutan lain untuk mengangkut paket-
paket tersebut ke kota-kota tjuan. Perjanjian ini terjadi jika ada kesepakatan antara
pihak PT Pos Indonesia dengan konsumen Kesepakatan itu terjadi pada saaf
konsumen pengirim barang membayar ongkos atau biaya kinm dan petugas

menyerahkan resi pada konsumen pengirim barang Dengan tercapainya
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kesepakatan tersebut maka akan timbul hak dan kewajiban vang mengikat kedua

belah pihak. Apabila ada pihak vang melanggar kesepakatan tersebut maka pihak
yang melakukan pelanggaran harus bertangging gugat. |

. Konsumen yang merasa dirugikan oleh layanan jasa PT Pos Indonesia dapat
mepuntut tanggung gugat pada pihak PT Pos Indonesia Tanggnng gupat tersebut
muncul karena ada pihak yang melanggar kesepakatan, akibamya pihak lainnya
merasa dirugikan Pihak yang bertanggung gugat tersebut pada dasamya adalah
karena tidak memenuhi prestasi sesuai perjanjian. Pihak tersebut alpa afau lalai
atan ingkar janji. Pihak yang merasa dirugikan dapat melakokan upaya-upaya untuk
menuntut ganti rugi atau bahkan dapat mengajukan gugatan ke pengadilan dalam
usaha memulthkan hak-haknya Mengenai besarnya ganti rugi yang dapat diberikan
oleh PT Pos Indonesia telah diatur dalam Surat Edaran Direksi PT Pos Indonesia
(Persero) No. 116/DIROP/DIVKET/1998. D1 dalamnya diatur mengenai besarnya
ganti rugi apabila paket hilang, paket rusak selurubmya {total), paket hilang sebagian
atau paket rusak sebagian. Gugatan ke pengadilan i dapat berupa gugatan perdata
atan gugatan pidana Gugatan ke pengadilan ini dilakukan apabila upaya damai
tidak berhasil.

2. Saran

o Sebaiknya pada resi (akia) yang bertanda tangan bukan hanya pihek PT Pos

Indonesia tapi konsumen pengirim paket juga bertanda tangan. Keberadaan tanda

fangan ini dimaksudkan untuk pertanggungjawsban di kemudian hari, yeng



berfmbungan dengan pembuktian jika ada keluhan atan bahkan gugatan. Jika selah

satu pihak saja yang tidak bertanda tangan maka hal ini akan semsakin memperlemah
resi (akta) tersebut. Apalagi mengingat bahwa perjanjian vang terjadi antara PT
Pos Indonesia dan konsumen pengirim paket berdasarkan kesepakatan. Jika memang
sudah sepakat, seharusnya kedua belah pihak bertanda tangan sebagai bukti bahwa
mereka telah sepakat.

. Sebaiknya penyelesaian sengketa dilakukan secara damai. Keuntungan penyelesaian
secarn damai dengan musyawarah adalah kedua belah pihak dapat menentukan
bagaimana sebaiknyn menyelesaikan sengketa tersebut. Bagi pihak PT Pos
Indonesia sebaiknya jangan terialn lama dalam menyelesaikan keluhan atau masalah
tuntutan ganti rugy dari pihak konsumen, Waktu penyelesaian yang cukup lama tentu
saja merugikan konsumen mengingat bzhwa paket tersebut sangat berharga bagi
konswmen. Jika prosedur penyelesaiannya bisa dipersingkat akan lebih baik bagi
kedua belah pihak. Bagi konsumen, akan lebih terjamin perlindungan atas hak-
haknya. Sedangkan bagi pihak PT Pos Indonesia, bila konsumen merasa terlindungi
hak-haknya maka konsumen tersebut tidak akan lari ke pengussha jasa pengiriman

paket lain, karena apabila itu terjadi maka akan merugikan pihak PT Pos Indonesia






